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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas efektivitas sanksi hukum terhadap pelanggaran kampanye 

di media sosial dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Media sosial kini menjadi 
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alat kampanye yang sangat berpengaruh, namun juga rawan disalahgunakan untuk 

pelanggaran seperti kampanye di luar jadwal, penyebaran hoaks, dan ujaran 

kebencian. Melalui pendekatan yuridis empiris, penelitian ini mengkaji regulasi 

terkait kampanye digital serta menelusuri penerapan sanksi hukum di lapangan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi hukum yang diatur dalam perundang-

undangan dan peraturan teknis belum mampu memberikan efek jera secara 

maksimal. Faktor utama yang memengaruhi antara lain lemahnya pengawasan 

digital, terbatasnya sumber daya penegak hukum, serta tantangan teknis dalam 

pembuktian pelanggaran di platform digital. Selain itu, keterlibatan penyelenggara 

pemilu dan kerja sama dengan penyedia platform media sosial masih kurang 

optimal. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi yang relevan dengan 

perkembangan teknologi, peningkatan kapasitas pengawasan siber oleh Bawaslu, 

serta peningkatan literasi digital masyarakat guna mencegah pelanggaran di ruang 

maya. 

Kata kunci: Pilkada, kampanye media sosial, sanksi hukum 
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